
Mengingat 

PEMERINTAH KABUPATEN l\vvVS 

· PERA TURAN DAERAH KABUPA TE~ J(VVVS 

NOMOR 4 TAHUN 2000 

TENTANG 

B A N G U N A N 

DENGAN RAHMA T TVHAN YANG MAJJA ESA 
BllPATI I(UDUS, 

. t a una n , aka n m~ -a . ba hwa dengan semak1n pesa nya Pemba n_ 
1 

m pendirian 
nimbulkan kemajuan . yang cepat pula dac ahingga meru­
banguna n- ba ngunan d 1 Kabupa te n KudU5 ::,e erintah dan 
pakan t anggung j a1\/a b bers ama c1 ntara pem ng 
masya ra kat untuk mewujudkan Pena taan bangunan ya 
sesuai dan sela ras dengan tata ruanQ ; 

b. ba hwa guna mm-JUJ· ud~~an hal terseb,,,t dipandang pe r lu 
~ ' t · S mpadan mengatur bangunan yang antara lain meliPU 1 8 d ' 

klasi fikas i, perenca~aan , _ P_el_aksanaan pem~angu~an kt~~ 
renovasi bangunan ba1k d1 t1nJau da.ri seg1 arsi te 
maupun konstruksi bangunan ; 

c . bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b 
di a tas , pe r-lu di tetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

l . Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daera h-daarah Kabupaten dalam lingkunga n Propinsi Jawa 
Tengah ; 

2 . Undang- unda ng Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasa r Pokok-pokok Agra ria (Lemba r an Negara Namer 84 ,. 
Tambahan Lem ba ran Nega r a Namor 3538) 

3 . Unda ng- undang Nomo r 13 Ta hun 1980 tentang Jalan 
( Lemba ran Negara Ta hun 1980 Nomor 83 , Tambahan Lembar­
a n Negara Nomo r 31 86) ; 

4 . Undang- unda ng Nomor 8 Tah un 1981 t ent a ng Hukµm Acara 
Pidana (Lembaran Nega r a Ta hun 1981 Nomor 76 , Tambahan 
Lemba r ~n Negara Namo r 3209) ; 

5 . Undang-unda ng Nomor 15 Ta hun 1985 t e nt ang Ketenaga -
l i st rika n (Lemb3ran Negara Tah un 1985 Nomor 74 , Tambab 
a n Lembaran Negara Nomor 331 7) 

6 . Undang- undang ..... 
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6. Undang-undang Namor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Namor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3501) ; 

7 . Undang-undang Namar 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Namor 68 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699) ; 

8 . Undang-undang Namor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kans -
truksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Namor 54 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3933) ; 

9 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

10 . Peraturan Pemerintah Namor 27 Tahun 1983 tentang Pela1 
sanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ne­
gara Tahun 1983 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3293) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Namor 10 Tahun 1989 tentang Peny~ 
diaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara 
Tahun 1989 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3394) 

12 . Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Oampak Lingkungan (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Namor 
3838) ; 

13 . Keputusan Presiden Namar 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerin­
tah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kata 

15 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 
Perubahan 

16 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 
Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting­
kat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting­
kat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ; 

17 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 
Nomar 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 8) ; 

Memperhatikan .. .. . 

--_- - _ __;__ ___ _ 
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Memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten 
Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 640/10/2000 tentang 
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
tentang Bangunan untuk menjadi Peraturan Daerah ; 

Menetapkan 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG BANGUNAN . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a . Daerah adalah Kabupaten Kudus ; 

b . Bupati adalah Bupati Kabupaten Kudus 

c . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ; 

d . Bangunan adalah setiap hasil peker jaan manusia 
yang tersusun terlekat pada tanah atau bertumpu pada 
batu- batu landasan yang membentuk ruangan tertutup 
seluruhnya atau sebagian , beserta bangunan-bangunan 
yang berhubungan dengan bangunan itu; 

e . kapling atau pekarangan adalah suatu perpetakan tanah , 
yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat 
dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan ; 

f . Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangu­
nan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan meng­
gali , menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan 
dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu . 
Termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah 
kegiatan penggalian tanah untuk pipa air minum , kabel 
telepon , kabel listrik dan pembuatan sumur , serta 
pembuatan bangunan/papan Reklame ; 

g . Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau 
menambah bangunan yang ada , termasuk pekerjaan mem­
bongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti 
bagian bangunan tersebut ; 

h. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau 
seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi 
bangunan dan atau konstruksi ; 

i . Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak 
tertentu sejajar dengan as jalan , tepi sungai , atau as 
pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau 
pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun 
bangunan-bangunan ; 

j . Garis .... . 
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j . Garis sempadan Pagar adalah garis yang diatasnya atau 
sejajar di belakangnya dapat dibuat paga r 

k . Garis Sempadan Jalan adalah Ga ris batas luar pengama­
nan jalan atau rencana lebar jalan ; 

1 . Garis Sempadan Banguna n ada lah Garis yang dia tasnya 
atau sEjajar di belakangnya dapat didiri kan bangunan ; 

m. Gar is Sempadan Jernba tan adalah Garis batas luar penga­
manan jembatan 

n . Gar is Sernpadan Danau , ~~adul<, dan Mata Air adalah batas 
lua r pengamanan danau , waduk dan mata air 

o . Koefisie n Dasa r Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KDB adalah bi langan pokok atas perbandingan antara 
luas lantai dasar ba nguna n dengan luas kapling atau 
pekarangan ; 

p . Koefisien Lan tai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KLB ada lah bilangan pokok atas perbandingan antara 
jumlah luas l antai bangunan dengan luas kapling atau 
peka rangan ; 

q . Tinggi banguna n adalah jarak yang diukur dar i permuka­
an tanah sampai dengan ti tik te ratas dari bangunan 
tersebut ; 

r. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
1MB ada l ah Izin yang dikeluarkan oleh Bupat i dengan 
mernbe ri ka n hak kepada pemi li knya untuk mendi ri kan , 
mengubah , atau menambah bangunan sesuai ketentuan 
per·a tu ran perundang-undangan yang berlaku ; 

s . Iz in Merobohkan Bangunan adalah Izin yang dikeluarkan 
oleh Bupati dengan membarikan hak kepada pemiliknya 
untu k merobohkan bangunan yang dimilikinya sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; 

t . Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
IPB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan 
memberikan hak kepada pemiliknya dan atau pengguna 
untuk menggunakan bangunan sesuai ketentuan pe ra tura n 
pe r undang- undangan yang berlaku . 

(1) 

BAB II 

KLASIF IKASI BANGUNAN 

Pasal 2 

Menurut penggunaannya banguna n diklasifikasi kan 
bagai be r ikut : 
a . bangunan umum . , 
b . bangunan pe rniagaa n da n atau jasa 
C . bangunan pendi di kan 
d . bangunan industri , 
e . bangunan kelembagaan dan atau perkan toran 
f . bangunan rumah tinggal 
g . bangunan khusus 
h . bangu nan sos ia l . , 

se -

i . bangunan ..... 
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i . bangunan carnpuran ; 
j . bangunan lain-lain . 

(2) Menurut urnurnya bangunan diklasifikasikan sebagai 
berikut 
a . bangunan perrnanen; 
b . bangunan semi permanen 
c . bangunan ternporer . 

(3) Menurut wilayahnya bangunan di Daerah diklasifikasi ­
kan sebagai berikut : 
a . bangunan di Ibukota Kabupaten ; 
b . bangunan di Ibukota Kecamatan ; 
c . bangunan pada Kawasan Khusus ; 
d . bangunan di Pedesaan . 

(4) Menurut statusnya bangunan di Daerah diklasifikasikan 
sebagai berikut : 
a . bangunan pemerintah 
b . bangunan swasta . 

(5) Menurut lokasinya bangunan di Daerah diklasifikasikan 
sebagai berikut : 
a . bangunan di tepi jalan By Pass . 

' b . bangunan di tepi jalan Arteri Primer 
C . bangunan di tepi jalan Arteri Sekunder 
d . bangunan di tepi jalan kolektor Primer 
e . bangunan di tepi jalan kolektor Sekunder 
f . bangunan di tepi jalan lokal primer ; 
g . bangunan di tepi jalan lokal sekunder . 

(6) Menurut ketinggiannya bangunan di Daerah diklasifika­
sikan sebagai berikut: 
a . bangunan satu lantai ; 
b . bangunan bertingkat 
c . bangunan tinggi . 

(7) Menurut luasnya bangunan di Daerah diklasi fikasikan 
sebagai berik4t: 
a . bangunan dengan luas sampai dengan 50 m2 (lima 

puluh meter persegi) ; 
b. bangunan d~ngan luas 51 m2 (lirna puluh satu meter 

persegi sampai dengan 100 m2 (seratus meter perse-
gi) ; i 

c . bangunan dengan luas 101 m2 (seratus satu meter 
persegi) sampai dengan 250 m2 (dua ratus lima 
puluh meter persegi) ; 

d . bangunan dengan luas 251 m2 (dua ratus lima puluh 
satu meter persegi) sampai dengan 500 m2 (lima 
ratus mete ( persegi) ; 

e . bangunan dengan luas 501 m2 (lima ratus satu meter 
persegi) sampai dengan 1 . 000 m2 (seribu meter 
persegi) 

f . bangunan d~ngan luas 1001 m2 (seribu satu meter 
persegi) sampai dengan 5 . 000 m2 (lima ribu meter 
persegi) 

g . bangunan dengan luas 5 . 001 m2 (lima ribu meter 
persegi) sampai dengan 10 . 000 (sepuluh ribu meter 
persegi) 

h . bangunan dengan luas di atas 10 . 000 m2 (sepuluh 
ribu meter ·persegi) . 

BAB III ..... 



BAB III 

PERENCANAAN 

Bagian Pertama 
Perencanaan Umum 

Pasal 3 

Perencanaan Umum meliputi : 

a . rencana garis besar perpetakan 
b. rencana garis besar bangunan dan jaringan utilitas. 

Pasal 4 

Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 
Dae rah ini , berlaku untuk bangunan kompleks, 
dan atau kawasan . 

Pasal 5 

Peraturan 
komersial 

Setiap rencana garis besar perpetakan dan rencana garis 
besar bangunan dan jaringan utilitas harus dikuti dengan 
perencanaan bangunan dan jaringan utilitas . 

Pasal 6 

(1) Penyusunan rencana garis besar perpetakan harus ber -
dasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku . 

(2) Apabila rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
1m , menyangkut kepentingan lingkungan kota a tau 
sebagian lingkungan kota , harus dikonsultasikan pada 
tenaga ahli. 

Pasal 7 

(1) Penyusunan rencana garis besar bangunan dan jaringan 
utilitas harus berdasarkan peraturan teknik . 

(2) Apabila rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini, menyangkut kepentingan keselamatan · umum dan 
lingkungan , bangunan harus dikonsultasikan kepada 
tenaga ahli. 

Bagian Kedua 
Perencanaan Arsitektur 

Pasal 8 

Perencanaan arsitektur meliputi : 

a . denah bangunan ; 
b . tampak bangunan ; 
c . potongan bangunan 
d . detail bangunan ; 

Pasal 9 ..... 
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Pasal 9 

Perencanaan sebagai rnana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah 
ini be rlaku untuk sem ua klas ifikasi penggunaan bangunan . 

Pasal 10 

Setiap pe renca naan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Per­
aturan Daer ah ini , ha rus disertai dokumen pelaksanaan. 

Pasal 11 

Peny us un:rn 1·e ncana a rsi t ek tu r harus be rdasa rkan peraturan 
perundang-undangan yang berlak u. 

Pasal 12 

Untuk mendir i kan bangunan , dibuat rencana bangunan dan 
lingkungan s ekita r nya s esuai denga n tata ruang kota . 

Pasa l 13 

(1) Ukur a n pa njang yang dipergunakan dalam garnbar rencana 
pe r hitunga n , bestek dan hal - hal lain yang berhubungan 
de nga n i t u , menggunakan satuan met ri k. 

(2) Bahasa yang digunakan dalam gambar rencana , perhitung 
a n , bes tel< da n ha l-hal lai n menggunakan bahasa 
Indo nesi a . 

Bagian Ketiga 
Perencanaan Konstruksi 

Pasal 14 

(1) Perencanaa n Konstruksi berdasarkan 
yang ber laku dengan mempe r hi tungkan 
getaran , bahaya api dan gempa bumi . 

standar teknik 
tekanan angin , 

(2) Perencanaan 5ebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
berlaku bagi : 
a . Bangunan satu lantai 
b . Bangunan bertingkat 
a . Bangunan ti nggi . 

Bagian Keempat 
Perencana 

Pasal 15 

Setiap perencana yang telah memenuh i syarat untuk me­
ngerj akan pe re ncana.an umum rnernpunyai hak untuk mener i ma 
pekerjaan yang diberika n oleh pi hak lain dengan rnematuhi 
kode etik profesi . 

fl a '3al 16 

Pe rencana har us menyel esaikan tugas pere nca naan sampai 
dengan batas memenuhi pe rsyaratan mernpe ro leh IMB dan 
peratura n perundang- undangan yang be r laku . 

BAB IV ..... 
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BAB IV 

PERSYARATAN UMUM ARSITEKTUR 

Bagian Pertama 
Gambar Situasi 

Pasal 17 

(1) Gambar si tuasi bangunan yang tel ah disetujui Di nas 
a tau Ins tans i yang ditunj uk menj adi kelengkapan 
permohonan IMB . 

(2) Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat pen -
jelasan tentang : 

a . peruntukan bangunan yang direncanakan ; 
b . bentuk kapling atau pekarangan yang sesuai dengan 

peta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ; 
c . nama jalan menuju ke kapling atau pekarangan dan 

di sekitar kapling atau pekarangan ; 
d . peruntukan bangunan di sekitar kapling atau pe -

karangan ; 
e . letak bangunan di dalam kapling atau pekarangan ; 
f . garis sempadan ; 
g . arah mata angin ; 
h . skala gambar dan ukuran gambar , 
i . alamat kapling atau pekarangan. 

Bagian Kedua 
Detail Bangunan 

Pasal 18 

(1) Bentuk , ukuran, dan perlengkapan ruang harus memenuhi 
syarat-syarat kesehatan dan keselamatan umum. 

(2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus memiliki 
kakus dan atau pembuangan air kotor sendiri , dengan 
jumlah dan besaran menurut persyaratan teknik yang 
berlaku . 

Pasal 19 

(1) Setiap kapling atau pekarangan yang akan didirikan 
bangunan harus 

a . direncanakan keadaan permukaan tanahnya atau topo­
grafinya dan dapat dimintakan keterangan pada 
Dinas atau Instansi yang ditunjuk ; 

b . mempunyai tempat parkir dengan kapasitas yang 
memadai sesuai standart dan tidak memenuhi jalan 
di seki tarnya . 

(2) Setiap kapling atau pekarangan apabila memerlukan 
jembatan a tau titian untuk masuk kedalamnya , harus 
dibuat berdasarkan petunjuk Dinas atau instansi yang 
ditunjuk . 

(3) Apabila ..... . 



(3) Apabila kapling ata~ pekarangan berada di lingkungan 
yang belum m~mpuny~1 rencana jaringan jalan, pemohon 
harus menyed1akan Jalan menuju ke kapling atau pe -
karangan menurut petunjuk Dinas atau Instansi yang 
ditunjuk . 

Bagian Ketiga 
Tata Bangunan 

Pasal 20 

(1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian 
1 i ngkungan a tau resapan air pe rmukaan tanah dan 
pencegahan bahaya kebakaran , kepentingan ekonomi , 
fungsi peruntukan, fungsi keselamatan bangunan untuk 
mencapai kenyamanan dan kenikmatan . 

(2) Ketentuan KDB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku . 

\ asal 21 ) 

(1) Setiap bangunan ti dak diperbolehkan menghalangi 
pandangan lalu lintas jalan . 

(2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak 
diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan 
keamanan , keselamatan umum , keseimbangan lingkungan , 

? ---.pelestarian lingkungan , dan kesehatan lingkungan . 
I 

:(3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak 
diperkenankan dibangun/berada di atas sungai/saluran 

, __ atau selokan/parit pengairan . 

(4) Teras/loteng tidak dibenarkan diberi dinding sebagai 
ruangan tertutup . 

(5) Loteng bangunan tidak dibenarkan mengarah menghadap 
ke kapling tetangga , tanpa persetujuan tetangga . 

(6) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak 
diperbolehkan menyediakan l ubang jendela , pintu dan 
ventilasi sehingga menimbulkan gangguan keleluasaan 
pribadi tetangga atau lingkungan sekitarnya . 

Pasal 22 

(1) Garis konstruksi terluar loteng tidak dibenarkan 
melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan 
tetangga . 

(2) Garis konstruksi terluar suatu bangunan yang meng -
arah ke tetangga , tidak dibenarkan melewati batas 
pekarangan yang berbatasan dengan tetangga . 

(3) Garis pondasi terluar bangunan temporer/sementara di ­
tentukan berdasarkan petunjuk Dinas Pekerjaan Umum . 

(4) Bangunan .... . 
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(4) Bangunan tempe rer ata u s cmentara t i dak d i benarkan 
berubah status menjad i ba ngunan semi permanen dan 
permane n tanpa seizi n Bupat i. 

(5) Apabil a ga r i s s empadan bangunan ditetapkan berimpit 
dengan gar i s s empadan pagar , cucura n a tap ata u sela­
sar bang una n ha rus d iberi t a l a ng da n pi pa t a l a ng 
sampai ke tanah. 

Pas a l 23 

Setiap ba nguna. n di usaha ka n memper timbangka n s egi - segi pe­
ngembangan konseps i a rs ite ktu r Kudus , ba i k dal am t a t a ben 
tu k mau pun t a t a rua ng ses ua i denga n perkembangan dan tek­
nologi da n mampu me l i ndungi budaya arsi tektur setempat . 

88gi an Keempat 
Tata Letak Bangunan 

Pa ragraf Pertama 
83 ngunan Satu Lantai 

Pasal 24 

Bangunan s atu l anta i temperer tidak diper kena nkan berada 
di d.3l am kota , kecuali dengan izi n Bupa ti dan umur bangu.n 
an t idak lebih dar i 2 (dua ) tahun . 

Pasa l 25 

Bangunan sa t u l ant ai semi 
dibangun di pinggi r jalan 
Bupa t i . 

perrnanen 
arteri , 

tidak diperkenankan 
kecuali dengan izin 

Paragraf Kedua 
Bangunan Bertingkat 

Pasal 26 

Bangunan ber ti ngka t semi pe rma nen tidak dipe rke nankan 
dibangun di pinggir jalan a rteri . 

Bagian Kelima 
Ke tinggi an Ba ngunan 

Pasal 27 

(1) Ti nggi bang unan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang . 

(2) Untuk mas i ng-mas ing l okas i yang belum dibu3t tata 
rua ngnya , ke t i ngg i an maks i mum ba ngunan di tetapkan 
oleh Bupa ti dengan mempertimbangkan lebar jalan . 

(3) Untuk bangunan t i nggi dan ber tingka t berlaku KLB di 
mas i ng-masing l okasi . 

(4) Ketinggian bang unan de re t maks i ma l (empat) l antai 
da n se l ebi hnya ha r us berjara k dengan pers i l t e tangga . 

Bagian .. .. . 
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Bagian Keenam 
Perlindungan terhadap Kebakaran 

Pasal 28 

(1) Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus memiliki 
cara, sarana dan alat/perlengkapan pencegahan/penang­
gulangan bahaya kebakaran . 

(2) Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus dilengkapi 
petunjuk secara jelas tentang : 

a . cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran 
b . cara menghindari bahaya kebakaran ; 
c . cara mengetahui sumber bahaya kebakaran ; 
d . cara mencegah dan mengatasi bahaya kebakaran . 

Bagian Ketujuh 
Perlindungan terhadap Jaringan Listrik 

Pasal 29 

(1) Tiap-tiap bangunan yang akan didirikan diupayakan 
tidak berada di bawah atau di atas jaringan listrik . 

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini tidak memungkinkan , maka bangunan tersebut mini ­
mal harus berjarak 2 , 7 (dua koma tujuh) meter dari 
jaringan listrik . 

Bagian Kedelapan 
Pencegahan Pencemaran 

Pasal 30 

Setiap bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran ling -
kungan harus memiliki cara untuk mengendalikan sumber pen 
cemaran agar tidak merusak keseimbangan lingkungan seki -
tarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Bagian Kesembilan 
Perlengkapan Bangunan dan Pagar 

Pasal 31 

(1) Setiap bangunan umum hendaknya dilengkapi dengan 
penerangan luar bangunan secukupnya . 

(2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan hendaknya di ­
lengkapi dengan tiang bendera dengan bentuk , ukuran , 
dan tempat menurut petunjuk/ketentuan yang berlaku . 

(3) Setiap banguQan atau kompleks bangunan dilengkapi 
dengan tanda !MB dan atau !PB . 

(4) Pemberian taQda , ukuran , dan penempatannya akan di -
atur lebih la~jut oleh Bupati . 

Pasal 32 

(1) Setiap bangunan dapat dilengkapi bangunan pengaman 
terhadap usah~ kekerasan atau perusakan antara lain 
teralis , paga~ , pintu pagar , gardu jaga/menara jaga . 

(2) Terhadap .. . .. 
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(2) Terhadap pagar depan suatu bangunan harus tansparan 
dengan ketinggian maksimal 1 , 5 (satu koma lima) 
meter . 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati . 

BAB V 

PERSYARATAN KHUSUS ARSITEKTUR 

Bagian Pertama 
Bangunan Umum 

Pasal 33 

Yang termasuk golongan ini adalah bangunan yang dikun -
jungi oleh umum , yaitu 

a . bangunan kesenian, olah raga dan sejenisnya 
b . bangunan rekreasi umum ; 
c . bangunan perpindahan jasa transportasi angkutan umum 

Pasal 34 

(1) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan 
dengan bangunan seki tarnya sekurang-kurangnya 6 
(enam) meter idan atau 3 (tiga) meter dengan batas 
kapling atau pekarangan . 

(2) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain , 
di tentukan KDB maksimum 69 % (enam puluh sembilan 
persen) . 

(3) Setiap bangunan umum harus memiliki pintu darurat 
dengan lebar yang memadai untuk penyelamatan keadaan 
darurat. 

Bagian Kedua 
Bangunan Perniagaan dan atau Jasa ;, 

Pasal 35 

Yang termasuk golongan ini adalah 

a . Bangunan tempa~ penjual jasa ; 
b . Bangunan tempat transaksi jual/beli secara langsung . 

Pasal 36 

(1) Setiap bangunan perni agaan dan atau jasa dapat dile­
takkan berderet dan bersambung , dengan ketentuan 
harus memperhatikan pencegahan menjalarnya kebakaran 
dari dan ke bangunan lain . 

(2) Setiap bangun~n perniagaan bila tidak ditentukan lain 
dapat dibangun dengan KDB maksimal 80 % (delapan 
puluh persen). 

(3) Setiap bangunan perniagaan dan atau jasa harus me -
miliki pintu darurat dengan lebar yang memadai untuk 
penyelamatan keadaan darurat . 

Bagian 

J 
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Elagian Ketiga 
Bangunan Pendidikan 

P<lsa l 37 

Yang te rmasuk gol ongan ini adalah b 
untu k : angunan yang digunakan 

a . kegiatan pend idikan fo rma l , non fo rma l agama, kejuru-
a n , dan ketrampilan ; ' 

b . penge l o l a.:,n sumbe r informasi a t au da ta yang berkai tan 
den~an kegiatan pendidikan ; 

c. ~eg1atan pengama tan , _penelitian , pe r encanaan, dan pe -
tanca ngan yang berka1tan dengan kegia tan pendidikan. 

Pasal 38 

(1 ) Se ti ap bangunan pendidi ka n harus mempunyai jarak 
ba ng unan dengan ban g un an sekita rnya sekurang ­
kurangnya 6 (enam) meter dan atau 3 (tiga) meter 
dengan batas kapling atau pekaranga n. 

(2) Setiap bangunan pendidikan bila tidak ditentukan 
lain dapat dibangun dengan KDB maksimal SO % (lima 
puluh pe rsen) . 

(3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu 
darurat dengan lebar yang memadai untuk penyelamatan 
keadaan darurat. 

Bagian Keernpat 
Bangunan Indust r i 

Pasal 39 

Ya ng termasu k golongan ini adalah bangunan yang dipergu­
nakan untu k kegiatan : 

a . mengolah bahan mentah , bahan setengah jadi menjadi 
bahan jadi dalam jumlah yang banyak atau terbatas ; 

b . menyimpan barang dalarn jumlah banyak atau terbatas 
c . pembangkit , penyalu r atau pembagi tenaga listrik . 

(1) 

Pasal 40 

Setiap bangunan atau kelompok bangunan industri harus 
mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain di -
sekitarnya menurut ketentuan yang berlaku/minimal 
8 (delapan) meter dan 5 (lima ) meter dari batas 
kapling atau pekarangan . 

(2) Setiap bangunan industri apabi la tidak ada ketentuan 
lain dapa t di ba ngun denga n KDB tidak melebihi 60 % 
(enam puluh persen) . 

(3) Setiap bangunan indust r i harus memiliki pintu darurat 
dengan lebar yang mernadai untuk penyelamatan keadaan 
darurat . 

(4) Setiap ..... 
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(4) Setiap bangunan industri harus dilengkapi sarana 
untuk member i petunj uk ten tang bes a rnya ti ngka t 
bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun 
tidak langsung . 

(5) Di setiap bangunan industri yang dibangun di atas 
kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib 
merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

(6) Setiap bangunan industri atau kelompok bangunan 
industri harus memenuhi ketentuan pengolah limbah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Bagian Kelima 
Bangunan Kelembagaan dan atau Perkantoran 

Pasal 41 

Yang termasuk golongan 1n1 adalah semua bangunan yang 
digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan : 

a . perkantoran ; 
b . kesehatan atau perawatan 
c . komunikasi . 

Pasal 42 

(1) Setiap bangunan kelembagaan dan perkantoran harus 
mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain di 
seki tarnya sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan 
atau 3 (tiga) meter dengan batas kapling atau 
pekarangan . 

(2) Setiap bangunan kelembagaan dapat dibangun dengan KDB 
tidak melebihf 60 % (enam puluh persen) atau didasar­
kan pada Rencana Tata Ruang yang berlaku . 

(3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu 
darurat denga~ lebar yang memadai untuk penyelamatan 
keadaan darurat . 

Bagian Keenam 
~angunan Rumah Tinggal 

Pasal 43 

Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan yang 
digunakan untuk tempat tinggal yang berupa 

a . rumah tunggal 
b . rumah kopel ; 
c . rumah susun ; 
d . rumah bedeng atau deret 
e . kompleks perumahan . 

Pasal 44 

Setiap bangunan tempat tinggal dapat dibangun dengan KDB 
tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) atau didasarkan 
pada Rencana Tata Ruang Kata yang berlaku . 

Pasal 45 ..... 



Pasal 45 

Bangunan tempat tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh 
suatu badan dan jumlahnya cukup banyak , harus menyediakan 
fasilitas lingkungan secara layak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku . 

Pasal 46 

(1) Bangunan tempat tinggal yang dibangun di atas kawasan 
yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib me -
rencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

(2) Kewajiban perencanaan sepenuhnya ditanggung oleh 
pihak pemohon izin . 

Bagian Ketujuh 
Bangunan Khusus 

Pasal 47 

(1) Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan 
milik Hankam, Sadan 0tori ta dan pemerintah yang 
bersifat rahasia . 

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , 
diatur secara -tersendiri ; 

Bagian Kedelapan 
Bangunan Sosial 

Pasal 48 

Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan yang 
digunakan untuk kegiatan : 

a . peribadatan dan keagamaan 
b . penampungan , pembinaan , dan perawatan orang lanjut 

usia cacat mental atau fisik ; 
c . rehabilitasi s6sial kemasyarakatan . 

Pasal 49 

Bangunan sosial dapat dibangun dengan KDB tidak lebih 
dari 60 % (enam . puluh persen) atau didasarkan pada 
Rencana Tata Ruang Kata . 

Bagian Kesembilan 
Bangunan Campuran 

Pasal 50 

Yang termasuk golongan ini adalah bangunan dengan status 
induk : 

a . bangunan r umah tinggal ditambah dengan 
1) perniagaan dan jasa ; 
2) industri rumah tangga, atau ; 
3) kelembagaan atau perkantoran . 

b . bangunan ..... 



b . bangunan umum ditambah ds ng~n : 
1) perni agaa n dan atau jasa, atau 
2 ) ke lembagaan at.a u perka nto (a.n . 

c . bangunan i ndus t ri di t amba h denga n 
1 ) perniagaa n ,.J 2. n c1 L :'\U j 2.~J, a t a u 
2) ke l embagaa n a tdu pe rka ntora n . 

d. bangu na n ke l embaga n ata u per ka nto ra n di tamba h dengan 
pe r nia9 2. c! il dz: n c> t c1 u j a-:,a . 

e . bangunan pendi dika n ditambah bangunan umum , per -
niagaa n dan a t-u j::tsa , j c.,n a t a u kelE:mbagaan , dan atau 
pe r kan t o ra n . 

Pasal 51 

(1) Semua bangu na n carnpuran dia t ur me nur ut s t a tus i nduk -
nya ditambah sta tus t ambaha n yang kemudian menyesuai ­
ka n denga n s t atus i ndu knya bukan sebaliknya . 

(2 ) Bangunan tambdha n y ang dimaksud ayat (1) Pasal 1n1 
l u~snya ti da k bo leh l e bih besar da r i ba ngunan induk -
nya. 

(3) Sta tus tamba ha n t i dak dibe na r ka n diubah tanpa izin 
dari Bupa ti. 

Bagian Kese pul uh 
Bangunan Lain- lain 

Pas al 52 

Yang t e rn;asuk golonga n i ni adalah s ebaga i berikut 

a. bangunan kandang untuk pe t ernaka n ; 

b . semua bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai pe­
nunjang banguna n , sepe r ti menara ai r , menara antene , 
pagar 

c . semua bangunan ruang ya,ng berfungsi sebagai fasili tas 
penunjang atau f asili t as umum , seperti pas keamanan , 
toilet , telepon umum , pas polisi dan sebagainya ; 

d . ba nguna n pe rk e ras an t a na h , s eperti lantai jemur , per­
keras an ha l aman , tempat parki r da n s ebagainya ; 

e . bangu na n uti litas , seper t i sa l ura n a i r , sumur peresa.12 
a n jaringan t e lepon, .-~ i r be r s ih , j ar ingan listrik dan 
sebagainya . 

( 1 ) 

Pasa l 53 

Semua banguna n l a i n- lain yang merupakan bangunan 
penunj ang ba ngunan utama dapa t diletakkan di daerah 
sempadan banguna n denga n ketentua n cucuran atap atau 
bagi an a t as a t ap bangunan tid a k rnelebihi batas 
ka pl i ng a t au p e k a ra ngan d.:t n ke t i nggian bangunan 
memenuhi keten tua n yang be r l ak u serta tidak menggang­
gu l ingkunga n seki t ar nya . 

(2) Semua ..... 
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(2) Semua bangunan lain-lain yang diletakkan di luar 
pagar (ruang jalan) harus memenuhi ketentuan yang 
berlaku dan tidak mengganggu kepentingan dan ke -
selamatan umum. 

BAB VI 

PERSYARATAN KETAHANAN KONSTRUKSI 

Pasal 54 

(1) Standar teknik yang harus dipakai adalah standar 
teknik yang berlaku di Indonesia , yai tu Peraturan 
Beton , Peraturan Baja , Peraturan Konstruksi Kayu , dan 
standar teknik lain yang berlaku. 

(2) Tiap-tiap bangunan dan bagian kontruksinya yang harus 
diperhi tungkan terhadap tekanan angin , getaran dan 
gaya gempa bumi sesuai Peraturan Gempa di Indonesia . 

(3) Tiap bangunan dan bagian kontruksi yang dinyatakan 
mempunyai tingkat bahaya api atau angin cukup besar 
harus di rencanakan dengan kontruksi yang sesuai 
dengan ketentuan teknis yang berlaku . 

BAB VII 

PERSYARATAN UTILITAS 

Bagian Pertama 
Jaringan Air Bersih 

Pasal 55 

(1) Jenis , mutu , sifat bahan, dan peralatan instalasi air 
minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis 
yang berlaku. · 

(2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum 
harus disesuaikan dan aman terhadap lingkungan , 
bangunan-bangunan dan instalasi-instalasi lain se­
hingga tidak saling membahayakan , mengganggu dan 
merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemelihara­
annya. 

Pasal 56 

Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang di -
benarkan secara resmi oleh yang berwenang . 

Bagian Kedua 
Jaringan Air Hujan 

Pasal 57 

Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran pem -
buangan air hujan ' yang dapat dihubungkan dengan saluran 
kota atau sumur peresapan . 

Bagian 
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Bagian Ketiga 
Jaringan Air Kotor 

Pasal 58 

(1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur , kamar mandi , 
dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa­
pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknik yang 
berlaku . 

(2) Pembuangan ai r kotor sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini , harus melalui proses pengelolaan atau 
sumur peresapan . 

(3) Letak sumur- sumur peresapan berjarak minimal 10 
(sepuluh) meter dari sumur atau sumber air bersih 
terdekat dan tidak berada di bagian atas kemiringan 
tanah terhadap letak sumber air minum/bersih sepan­
jang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan atau 
diakibatkan suatu kondisi tanah . 

(4) Apabila ayat (2) Pasal ini tidak memungkinkan , maka 
pembuangan air kotor dapat dialirkan ke saluran umum 
kota . 

Bagian Keempat 
Pembuangan Sampah 

Pasal 59 

(1) Setiap bangunan harus menyediakan tempat sampah di 
dalam lokasi yang mudah dijangkau oleh armada sampah . 

(2) Dalam hal lin~kungan tersebut belum dilayani oleh 
armada sampah, maka sampah-sampah harus dimasukkan 
dalam kubangan yang aman . 

Bagian Kalima 
Jaringan Bahaya Kebakaran 

Pasal 60 

(1) Setiap bangu~an harus dipersiapkan untuk menang -
gulangi kemunQkinan kebakaran . 

(2) Kemungkinan penanggulangan kebakaran harus mengutama­
kan keselamatan umum/penghuni , 1 i ngkungan serta 
bangunan yang bersangkutan . 

(3) Jenis Penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan 
dengan penyed~aan alat berupa : 

a . penampung air (water reservoir) ; 
b . jaringan air pemadam kebakaran kota 
c . jaringan air tirai asap ; 
d . tabung pem&dam kebakaran . 

(4) Jenis penanggulangan bahaya kebakaran dapa t dilakukan 
dengan mangatur tata bangunan berupa : 

a . penentuan 
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a . penentuan ukuran pin tu dan jendela menurut kapasi­
t as a tau day a tarn pung t"Uang . 

b. pe nentuan tinggi bang una n dises ua ikan dengan ke -
mampuan pera l atan I e baka ran ya ng dimiliki satuan 
pcrna .:\ITi ket>cd<- ;;>i'::n y 2-r.9 .:1 cl a di Kabupa ten . 

c . penentuan jarak bangu na n satu dengan yang lain . 

(5 , Penent uan jeni3 -ebagai mana di maks ud ayat (3) dan 
a tau (4 ) Pa.sal i ni , harus dip0r hi t ung kan dengan 
rnempergunaka n standar t eknik yang berlaku . 

(6 ) P- nent uan j en i~ bahan ba nguna n ya ng tahan terhadap 
bahaya ke bakar a n diperhi t ung l<.a n berdasarkan peratur­
an pe ru ndang- unda ngan da n standar teknik yang ber -
laku . 

(7 ) Pene ntuan mutu peralatan penangg ulangan bahaya ke -
bakaran di tentuka n berdasarkan pe ·aturan perundang­
undangan ya ng berlaku . 

Bagian Kee nam 
Jaringan Listri k 

Pasal 6 1 

Jenis , mutu s ifat bahan dan peralatan listrik harus me -
menuhi standa r dan ke tent uan yang be r l ak u. 

Pasal 62 

(1) Bahan yang bol eh digunakan pada instalasi listr i k 
har us diperhi tungkan da n aman sesuai dengan standar 
pe raturan umum instalasi listrik yang berlaku. 

(2 ) Dalam hal s umbe r daya diarnbil dar i pembangkit listrik 
selain PLN penempatannya harus aman terhadap gangguan 
dan tidak mencemarkan li ngkungan . 

(3) Untuk bangu nan- bangunan atau rua ng- ruang khusus , umum 
dan penti ng dimana ali ra n listri k tidak boleh terpu­
tus di syaratkan memil iki pembangki t listrik darurat 
sebagai cadangan yang dapa t memenuhi kesinambungan 
pelayanan . 

Pasal 63 

(1 ) Sistem ins t a l cr3i l istrH: harus disesuaikan dengan 
li ngkungan bangunan--bangunan 12. i n . 

(2) Penempatan i nstalas i li str-ik ha rus aman te r hadap 
keadaan sekita,nya , bagian-bagian lain dari bangunan 
dan ins ta las i - instl asi lai n sehi ngga tidak saling 
membahayakan dan mengganggu s erta memudahkan untuk 
pengamatan da n pemeliharaan . 

Pasal 64 

Instalasi lis t ri k ha r us diamankan dari bahaya- bahaya atau 
ganggua n- ga nggua n lua r yang mu ngk in merusak instlasi 
te rsebu t. 

Pasal 65 .. ... 
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Pasal 65 

(1) Proses pelaksanaan instalasi listrik harus diper -
hi tungkan dan aman sesuai dengan standar peraturan 
urnum instalasi listrik yang berlaku . 

(2) Dalam hal ada perubahan pada ukuran dan kepastian 
bahan , jika lebih besar dari spesifikasi, maka pem -
besarannya tidak boleh merugikan lingkungan . 

(3) Sebelum instalasi listrik dioperasikan harus dilaku -
kan pengetesan instalasi terlebih dahulu . 

Bagian Ketujuh 
Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 66 

(1) Jenis , mutu , sifat-safat bahan dan peralatan instala­
si yang dipergunakan harus diperhi tungkan dan aman 
sesuai dengan ,standar yang berlaku . 

(2) Pemilikan dan penempatan sistem instalasi harus aman 
terhadap sistem lingkungan, bangunan- bangunan dan 
instlasi lain . 

(3) Proses pelaksanaan instlasi harus memenuhi standar 
dan ketentuan , telekomunikasi. 

Bagian Kedelapan 
Penangkal Petir 

Pasal 67 

(1) Jenis , mutu , sifat-safat bahan dan peralatan instala­
si penangkal peti r yang dipergunakan harus diperhi ­
tungkan dan aman sesuai dengan standar yang berlaku . 

(2) Pemilikan dan ·· penempatan sistem instalasi penangkal­
petir harus aman terhadap sistem lingkungan , bangun­
an- bangunan d~n instlasi lain. 

(3) Proses pelaksanaan instalasi penangkal petir harus 
memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku . 

BAB VIII 

PEMELIHARAAN BANGUNAN 

Bagian Pertama 
Pekerjaan Arsitektur 

Pasal 68 

(1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan harus melakukan 
pemeliharaan ·bangunan secara berkala terus menerus 
sepanjang umur bangunan yang dinyatakan dalam peren­
canaan bangunan yang dimuat dalam IMB didalam lingkup 
pekerjaan arsitektur . 

(2) Jenis ..... 

) 
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(2) Jenis Pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan 
meliputi 

a . pelestarian kegunaan ruang dan bangunan . 
b . pelestarian bentuk dan wajah ruang dan bangunan . 

Pasal 69 

(1) Pekerjaan pemeliharaan banguan untuk pelestarian 
kegunaan ruang atau bangunan harus dilakukan secara 
berkala . 

(2) Pekerjaan pemeliharaan bangunan untuk pelestarian 
bentuk dan wajah ruang dan bangunan harus dilakukan 
paling sedikit setiap satu tahun sekali secara terus 
menerus . 

Pasal 70 

Bupati melalui Dinas atau Instansi yang ditunjuk akan 
melakukan pemeriksaan berkala dan kepada petugas yang 
bersangkutan diberikan hak untuk memperingatkan kepada 
pemilik atau penghuni bangunan untuk melakukan pekerjaaan 
pemeliharaan bangunan . 

Pasal 71 

Apabila setelah 14 (empat belas) hari setelah peringatan 
tersebut tidak d~indahkan oleh pemilik atau penghuni 
bangunan , Bupati akan memberikan peringatan tertulis 
untuk segera melaksanakan pekerjaan pemeliharaan . 

Pasal 72 

Pemilik atau penghuni dapat mengajukan keringanan dalam 
bentuk penundaan. atas kewajiban pemeliharaan setelah 
peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Peraturan Daerah 
ini dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan 
menyebutkan alasan yang dapat diterima . · 

Bagian kedua 
Pekerjaan Struktur 

Pasal 73 

(1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diharuskan 
melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala dan 
terus menerus sepanjang umur bangunan yang dinyatakan 
dalam perencanaan bangunan yang dimuat dalam Izin 
Penggunaan Bangunan didalam lingkup pekerjaan struk­
tur . 

(2) Jenis pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan 
meliputi : 

a . konstruksi utama bangunan . 
b . konstruksi

1
pelengkap bangunan . 

BAB IX ..... 
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EiAB IX 

SEMPhDAN Pr-rGAP. 

Bag i an Per t..=:ma. 
Sungai 

Pdsa l 7 /4. 

Garis Sem pada n Pagar terhadap Sungai Be rta nggul di dalam 
l<.aviasan ped:o t a a n •3ek ura ng - k1J ra ngny a 3 (tiga) meter 
diukur dari s ebe l a h luar s epanjang kaki t a nggul . 

Pa.s a l 75 

Gar i s Sempada n Pagar Ler hadap Sunga i Bertanggul di luar 
ka 1.,iasan pe r ko a 2 n sekur· a ng - kur a ngn ya 5 (lima ) meter 
diukur da ri s ebel a h luar sepa nj a ng kaki tanggul . 

Pc1s a l 76 

(1 ) Ga r i s Se mpada n Pagar terhada p Sungai Tidak Bertanggul 
di da l am kawas an per kotaan 3dala h sebagai berikut : 

a . s ungai be r kedalama n kurang dari 3 (tiga) meter 
s ek ura ng-kurangnya 5 (lima ) meter ; 

b . sungai be rkeda laman 3 (tiga) sampai dengan 10 
(sepu l uh ) ine t E.! r s eku rang- l<u rangnya 10 (sepuluh) 
mete r ; 

c . sunga i berkedalaman 11 (sebelas) sampai dengan 20 
( dua pul uh) meter sekurang- kurangnya 15 ( lima 
belas ) meter . 

(2) Gari s Sempadan dimaksud ayat (1) Pasal 1n1 masing­
masing di uk ur da ri t e pi sungai pada wa ktu ditetapkan 
pada setiap ruas daerah pengali r an sungai . 

Pasal 77 

(1) Ga r i s Sempadan Paga r te r hada p Sungai Tidak Bertanggul 
di lua r kawaga n pe rkotaa n sekurang- kurangnya 50 (lima 
pul uh ) me te r. 

(2) Garis Sempada n dima ks ud aya t (1) Pasal 1n1 masing­
masi ng diukur dari tepi s ungai pada waktu ditetapkan 
pada setiap r uas daera h pengali ran sungai . 

Pa.sa l 78 

Gamb.~r Gari c, Sempade1. n Paga. r tarhadap s ungai be r tanggul 
dan sungai tidak bertanggul ada l ~h s ebagai ma na te rcant um 
dal am Lampi ra n Keputusan i ni. 

8a9 i 2.n Kedua 
Sa lura n 

Pasal 79 

(1) Gar is Sempadan Pagar te rhadap Sa luran Bertanggul 
ada l a h sebagai be r ikut 

a . sekurang- kura ngnya ..... 
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a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran 
irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m3/dt (empat 
meter kubik per detik) atau lebih ; 

b . sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran 
i rigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 3 m3/dt 
(satu sampai dengan tiga meter kubik per detik ; 

c. sekurang- kurangnya 1 (satu) meter untuk saluran 
irigasi dan pembuang-an dengan debit kurang dari 1 
m3/dt (satu meter kubik per detik) . 

(2) Garis Sempadan dimaksud ayat (1) Pasal ini masing­
masing diukur dari luar kaki tanggul . 

Pasal 80 

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Tidak Bertanggul 
adalah sebagai berikut 

a . sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran 
ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan 
pembuangan dengan debit 4 m3/detik (empat meter kubik 
per detik) at~u lebih ; 

b . sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran 
ditambah 3 (tiga) meter untuk salurah irigasi dan 
pembuangan dengan debit 1 - 4 m3/detik (satu sampai 
dengan empat meter kubik per detik) 

c . sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran 
ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan 
pembuangan dengan debit kurang dari 1 m3/detik (satu 
meter kubik pe~ detik) . 

Pasal 81 

Gambar Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Bertanggul 
dan Saluran Tidak Bertanggul adalah sebagaimana tercantum 
Lampairan Keputusan ini . 

Bagian Ketiga 
Waduk dan Mata Air 

Pasal 82 

Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk sekurang-kurangnya 
so (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah 
darat . 

Pasal 83 

Garis Sempadan Paga r te rhadap Ma ta Air sekurang­
kurangnya 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air . 

Bagian ..... 

tit 
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Bagian Keempat 
J a l a n 

Paragra f 1 
Jalan Umum 

Pasal 84 

Gari s Sernpada n 
jarak sebaga i 

Pagar 
berikut 

dih i tung da ri as jalan dengan 

a . Jalan Arteri Primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas) 
meter 

b . 

C . 

d . 

e . 

f. 

g . 

Jalan Arteri Sekunder sekurang - kurangnya 15 (lima 
belas) meter 
Jalan Kolektor Primer sekurang - kurangnya 12 (dua 
belas) meter ; 
Jalan Kolektor Sekunder sekurang - kurangnya 11 (sebe­
las) meter; 
Jalan Lokal Primer sekurang - kurangnya 9 (sembilan) 
meter 
Jalan Lokal Sekunder sekurang - kurangnya 7 (tujuh) 
meter 
Jalan By Pass sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter . 

Pasal 85 

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi sekurang -
kurangnya 5 (lima) meter dari as jalan . 

Pasal 86 

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Persimpangan adalah 
berhimpit dengan garis sempadan jalan . 

Paragraf 2 
Jalan pada Tanah Lereng 

Pasal 87 

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sekurang-kurang­
nya 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabi ­
la jalan itu terletak di atas lereng . 

(2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sekurang -
kurangnya 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng 
apabila jalan itu terletak di bawa h lereng . 

(3) Kaki dan Puncak lereng yang dimaksud ayat (1) dan (2) 
Pasal ini di tetapkan oleh Pembina Jal an , sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku . 

(4) Gambar Gari s Sempadan Pagar terhadap jalan pada tanah 
lereng adalah sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 
Peraturan Dae rah ini . 

BAB X . . ... 



I 

I 
I 

·- 2.5 -

ag i an Pe rta ma 
Sun,_;; a i 

P,.u ag r a f 1 
Sunga i Berta ngg ul 

Pasa ,:38 

( 1 ) Garis sem padan ba ngunan terhada p s unga i be r tangul 
dicl:1.l a m kawa s ,,rn pe r lrnt a.a n sek ur a ng - k ur a ngn ya 8 
(delapan) mste r dar i s ebe l ah luar ~e pan ja ng kak i 
tanggul . 

(2) ·,hL '.=.us _· a r is s em pad a 11 ba ngun2n i nd us t ri da n ata u 
perg udang a n t e r ha d a p sunga i be rta nggul d i dalam 
kawasan pe r kotaa n sekur ang - kura ng ya 13 (tiga belas ) 
mete r ddri sebelah l uar sepanj a ng ka ki tanggul . 

Pasa l 89 

(1) Gar is Samp2.dan bangunan te rhada p s ungai bertanggul di 
luar k a\~asan 1.e r :.:otaa n sekur ang- kurangnya 10 (sepu­
luh ) me ter- da ,·i sebelah lua r sepa nj ang kaki tanggul. 

( 2) Khusus ga ris sempa da n bangu nan i ndustri dan atau per­
guda nga n te r hadap s ungai ber tanggul diluar kawasan 
pe rko t aa n s ektJra ng- ku ra ngnya 1 5 (lima belas) meter 
dad s ebe l a h l uar sepanj a ng kaki t anggul . 

Pasal 90 

G: ambat· Garis Sern pa dan Bang unan ter hadap s ungai be r tanggul 
a d a l ah seba g imana t erca n tum ~ a l am Lam pi r an Peraturan 
Daera h i ni . 

Pa r ag ra f 2 
Su nga i Tidak Berta nggu l 

Pasal 91 

(1) Garis Se mpadan Ba ngu na n te rhada p s unga i tidak be r -
t anggu l di dal am ka wasan perkotaan ada l ah s eba ga i 
berikut : 

a. s ungai berkedal amen kur 3ng da r i 3 ( tiga) me t e r 
s ekurang- kura ng nya 5 (li ma ) mater ; 

b . sungai ba rke da laman 
(se puluh) me t er s ek 
me t e r ; 

3 ( t :i. ga ) sarnpa i de ngan 10 
r a ng - k u r·a ngnya 10 (sepuluh) 

c . s ungai bet·· eda l arnan 11 ( sebelas ) s a mpai dengan 20 
( du a puluh ) me t er s ekur a ng - ku r ang ny a 15 (l i ma 
be l as) ,neter . 

( 2) Kh usus ;;ia r is ·.3 e1npada n bcrngunan i ndust r i dan atau per­
guda nga n ter·hadap sunga i tidak ber t a nggu l d i dalam 
kawasan pe r kotaa n ada l a h sebaga i be rikut : 

a . sungai 

J 
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a . sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter 
sekurang- kurangnya 15 (lima belas) meter ; 

b . sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 10 
(sepuluh) meter sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) 
meter ; 

c . sungai berkedalaman 11 (sebelas) sampai dengan 20 
(dua puluh) meter sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
lima) meter . 

(3) Garis sempadan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini , 
masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu 
ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai . 

Pasal 92 

(1) Garis sempadan untuk semua bangunan terhadap sungai 
tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang­
kurangnya 50 (lima puluh) meter . 

(2) Garis sempadan dimaksud ayat (1) Pasal ini diukur 
dari tepi sungai pada waktu di tetapkan pada setiap 
ruas daerah pengaliran sungai . 

Pasal 93 

Gambar Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai tidak 
bertanggul adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah 1ni . 

Bagian Kedua 
Saluran 

Paragraf 1 
Saluran Bertanggul 

Pasal 94 

(1) Garis sempadan bangunan terhadap sal uran bertanggul 
adalah sebagai berikut : 

a . sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk saluran 
i rigasi dan pembuangan dengan debit 4 M3/dt 
(empat meter kubik per detik) atau lebih; 

b . sekurang-kurangnya 4 (empat) meter untuk saluran 
i rigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 3 m3/dt 
(satu sampai dengan tiga meter kubik per detik) ; 

c . sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran 
irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 
m3/dt (satu meter kubik per detik . 

(2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergu­
dangan terhadap saluran bertanggul sekurang ­
kurangnya 10 (sepuluh) meter . 

(3) Garis sempadan bangunan dimaksud ayat (1) dan (2) 
Pasal ini diukur dari sebelah luar sepanjang kaki 
tanggul . 

Pasal 95 ..... 
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Pasa l 95 

Gambar G,uis Sempada n Bang una n terhadap s aluran berta ng­
gul 3dalah sebagaimana terca ntum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ir i . 

Pc:. l'.3.9 ra f 2 
Sal ur an Tidak Ber t a ngg ul 

(1) Gar i s s'::mpa ..12.; Bil ng unan te rhadap s alu r an ti dak ber­
t a ngg ul 2dal: h sebag~i ber iku t : 

a. s ek ur·ang -· kurang nya 4 (empat ) kal i kedalaman 
sa l uran d itambah 8 (del a pan) meter un t uk salur­
an irigasi da n pembua ngan dengan kemampuan 4 rn3/dt 
( empat meter kubi k per detik) atau lebih ; 

b. seku ra ng- kurangnya 4 (empa t) kali kedalaman salur­
an ditarnbah 5 (lima ) meter untuk saluran irigasi 
d3n pembuangan dengan kemampuan 1 - 3 m3/dt (satu 
sampa i dengc-.n tiga meter kubik per detik) atau 
l e bi h ; 

c . s e! ·ur3ng·· kurangnya ,1 (emp2:t) kali kedalama n 
sa l uran ditamb2h 4 (empat) meter untuk saluran 
.l ngasi dan pembuangan dengan ke inampuan kurang 
dari l m3/deti k (satu me t er kubik per detik) . 

(2 ) Khusus Ga r is Sempadan Bangunan Industri dan per ­
gudangan t~r hadap saluran tidak bertanggul sekurang­
k u r a.ngnya 4 ( empat) kali keda larnan saluran di tambah 
10 (sepuluh) meter. 

(3) Garis Jempada n dima ks ud ayat (1) dan (2) di ukur da r i 
tepi s21luran. 

Pasa l 97 

Gam ba r Ga ris Sempada n Ba ngunan ter hadap Saluran tidak 
ber t angg•Jl ada lah se bagaimana tercant um dalam Lampi ran 
Pera tu ran Daerah ini. 

Bagi a n Ke tiga 
Waduk dan Mata Air 

Pasal 98 

Garis Sempadan Bangunan te r hada p wadu k sekurang-kurangnya 
100 (se ra tus ) mete r dari t it ik pasang tertinggi ke arah 
da ra t . 

Pasal 99 

Gar is Sempadan Bangunan ter hadap Mata Air s ekurang-kurang 
nya 200 (dua r a tus ) meter da ri seki tar mata air . 

Bagian ..... 
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Bagian Keempat 
Jalan 

Paragraf 1 
Jalan Umum 

Pasal 100 

Garis Sempadan Bangunan dihitung dari as jalan dengan 
jarak sebagai berikut : 

a . Jalan Arte ri Pri mer s e kurang-kurangnya 20 (dua puluh) 
mete r ; 

b . Jalan Arteri Sekunder sekurang - kurangnya 20 (dua 
puluh ) mete r 

c . Jalan Kolektor Primer sekurang - kurangnya 17 (tujuh 
belas) meter ; 

d . Jalan Kole ktor Sekunder sekurang-kurangnya 16 (enam 
belas) meter ; 

e . Jalan Loka l Primer sekurang-kurangnya 14 (empat belas) 
meter 

f . Jalan Lokal Sekunder sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 
meter 

g . Jal an By Pas s sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) 
meter . 

Pasal 101 

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi sekurang­
kurangnya 10 (sepuluh) meter dari as jalan . 

Pasal 102 

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan 
adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar 
dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai 
lebar lebih besar. 

Paragraf 2 
Jalan pada Tanah Lereng 

Pasal 103 

(1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sekurang­
kurangnya 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng 
apabila jalan itu terletak di atas lereng . 

(2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sekurang­
kurangnya 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng 
apabi la jalan i tu terletak di bawah lereng . 

(3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dan (2) Pasai ini tidak berlaku apabila jaraknya 
lebih kecil dari ketentuan sebagaimana diatur Pasal 
100 Peraturan Daerah ini . 

( 4) Gambar Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan pada 
lereng adalah sebaga i mana tercantum dalam Lampi ran 
Peraturan Daerah i ni . 

BAB XI ..... 
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BAB XI 

PELAKSANA DAN PENGAWASAN 

Pasal 104 

(1) Pslaksana atas ketentuan Peraturan Daerah ini adalah 
Dinas atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati . 

(2) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
adalah Dinas/Instansi/Bagian yang di tunjuk oleh 
Bupati . 

(1) 

BAB XII 

PAKSAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 

Pasal 105 

Seti a p bangunan yang didirikan atau diubah tida~ 
berdasarkan Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan, Bupat1 
dapat memerintahkan kepada pemiliknya untuk membong­
kar bangunan tersebut ssbagian atau seluruhnya atas 
biaya pemilik. 

(2) Bila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah 
perintah pembongkaran tersebut pada ayat (1) Pasal 
ini disampaikan , pemilik bangunan tidak mematuhi 
perintah tersebut , Bupati atas biaya pemilik bangunan 
dapat membongkar bangunan tersebut. 

Pasal 106 

(1) Setiap penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam IMB a tau IPB , Bupati dapat meme -
rintahkan untuk dikosongkan . 

(2) Bila selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah 
perintah pengosongan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini disampakan dan pemilik bangunan tidak 
melaksanakannya , maka Bupati a tas hiaya pemi 1 i k 
bangunan dapat mengosongkan bangunan tersebut . 

Pasal 107 

Izin Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan Bangunan dapat 
dicabut apabila 

a . persyaratan yang menjadi dasar diberikannya Izin 
Mendirikan atau Mengubah dan Merobohkan Bangunan 
terbukti tidak benar ; 

b . dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembayaran dilaku­
kan , pemilik Izin Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan 
Bangunan belum mulai melaksanakan pekerjaannya ; 

c . setelah pekerjaan Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan 
Bangunan dimulai , kemudian dihentikan berturut- turut 
selama 6 (enam) bulan atau lebih tanpa penyelesaian ; 

d . pelaksanaan ..... 
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d . Pe l a k s a naa n pe ka r : M .• 
k- ~ Jaan e nd1 r1kan/Me nguba h dan Meroboh-

cin ,anguna n rr · -d 1 . ·. isnyimpc. ng da r1. r encana yang disahkan 
a am 1z1n ters ebut ; 

8 · l<e t ~n t ua n da l a n, hur·u f t· da n c P2.ss?. .l ini dapat diper­
panJang o eh 8 upL1 t.i a pa bil a dimulainya a tau diselesai ­
~a nnya P9kerjaa n apa t d i t er i ma . 

Pa.s al 10 8 

Pe l aksa na~n pemh r i a n san~si s ebagaimana dimaksud 
Pasal l OS , Pasa l 106 , d a n Pasal l 07 h a r us didahul ui 
denga n peringatan t e r~ u i s o e h Peja a t yang be r wenang . 

BAR XIII 

,l( CTE r.T JAN rIDA NA 

Pa sal 109 

Barang s i a - me l a ngga r ke tentua n Pasal 12 , Pasal 14 , 
Pasa l 12 , Pas a l :o , Pa sa l 2 1, Pas a l 2 2 , Pasa l 24, Pasal 
25 , Pasc: 1 2 6 , Pasa l 27 , Pa sal 28 , Pasal 30 , Pasal 31 
ayat (3) , Pasa l 32 , Pas al 34 , Pasal 36 , Pasal 38 , Pasal 
4 0 , Pasal 42 , Pas a l 4 4 , Pasa l 45 , Pasal 46 , Pasal 49 , 
Pasa l 5 3 , Pasal 5~, Pa sa1 55 , P3s a 1 56 , Pasal 57 . Pasal 
5 8 , P2.:-a]. 59, d.Jn P.;1-: .. :1 1 6 0 Per e. t ur.?. n Dae ;~ 2, h ini dia ncam 
pidana kurun-;ian pa l i ng l =1 ma 6 (enam) bulan ata u der.da 
pa l i ng bci y2.k sebes a r Rp . 5 . 000 . 000 ,- ( lima juta rupiah) . 

BAB XIV 

P E N Y I D I K A N 

Pa.sa l 110 

( 1) Penyi di~an terhada p pe langgara n Pe ratura n Daerah ini 
sel a i n di la kuka n oleh Pe jabat Penyidik Kepolisian 
Nega ra Republi k Indonesia juga dapat dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Nege r i Sipil di Lingkungan Pemerin­
t;?. h Daera h . 

(2) We e na ng Penyidi ka n sebagai ma na dimaksud ayat (1) 
Pa s 2 l i ni ada l a h me l i put i : 

a . mene ri ma , menca r i , mengumpulkan dan meneliti 
kete r·a r,ga n ci.ta u l a poran berkenaan dengan tindak 
pidana d i bi dc. ng r·et ri busi daerah agar keterangan 
a t a u lapo r·a n t.ersebut me nj adi _engkap ; 

b . me nelit i , menca r i dan men g um pulkan keterangan 
ri1engenai o r ~ng p ribadi atau badan tentang kebena r ­
P- 1) pe rbuata n y ti (1 g d i l aku ka n s e hubungan dengan 
t i nd3. pidana 1· tri bus i dae r a h ; 

c . mener-ima l< e tera nga n dan ba ha n bukti dari orang 
p ri adi a t au ba dan s e h ubungan de ngan tindak pidana 
r e t r ibus i dae r a h ; 

d . meme r i <s d br ku- buku , ca t a t an- c a t a t a n dan dokumen­
dok umen a i n be rl-:enaa n dengan tindak pidana re­
t ribus.: ae ra h ; 

e . mel a kuka n . .. .. 



I 

--- 31 ---

e . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan , pencatatan , dan dokumen-dokumen 
lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut ; 

f . meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pela~sa ~ 
naan tugas penyidikan tindak pidana retr1bus1 
daerah ; 

g . menyuruh berhenti , melarang seorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ; 

h . memotret seseorang yang berkai tan dengan tindak 
pidana retribusi daerah ; 

i . memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 

j . menghentikan penyidikan ; 

k . melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancar­
an penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan . 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
memberitahuka6 dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
Beri ta Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan yang diatur dalam Undang-undang' Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana . 

BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 111 

(1) Terhadap bangunan- bangunan yang telah berdiri dan 
belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini secara 
bertah~p haru~ disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 
sebaga~mana d1 tetapkan dalam Peraturan Dae rah 1n1 • 
kecuall bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang- undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Caga 
Buday a . r 

(2) Terhadap bangunan- bangunan yang berdiri sebelum di_ 
t~tapk~nnya Peraturan Daerah ini dan · belum berizin 
~17amp~ng me~dasarkan pada ketentuan ayat (1) Pasal 
1n1 , Juga d1berlakukan ketentuan proses perizinan 
bangunan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan 
Daerah yang berlaku . 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 112 

Hal - hal yang belum diatur dal P 
panjang mengenai pelaksan am eratur~n Daerah ini se -
oleh Bupati . aannya , akan diatur lebih lanjut 

Pasal 113 .. ... 

I 
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Pasal 113 

Pe r atu ,· a n Dae r a h i ni mul ai berlal\ u pada tanggal di unda n9 ·· 
~;annya. 

!',ga r s upaya set iap o r~a ng dapat me ngetahui nya , meme r· i ntah ·· 
kan pe ngunda ngan F'e r·atur·an Dae,· a h i ni de nga n penempatan .... 
nya pada Lemba r a n Dae ,·a h l<: ab upate n l< ud us. 

Di s ahkan di l< udus 
pada tangga l 24 Juli 2000 

BUP?l TI l<UDUS, 

Di unda ng kan di Kudus 
J pada tanggal 24 Juli 2000 

, HERU SUO JATMOKO 

LEMBARAN OAERAH KAB UPATEN l< UDUS TAHUN 2000 NOMOR 10 
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUOUS 

NOMOR 3 TAHUN 2000 TENT ANG BANGUNAN 

SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN 

1 
· GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP SUNGA! ATAU SALURAN BERTANGGUL 

!-----:-----------.--► Ujung bangunan ◄-----:------~ 
Pagar ◄ ..... r--____ _ 
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~ ~ i --------y- i 
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KETERANGAN 

Bangunan 

1. a1 dan a2 adalah garis sempadan pagar 

2. b1 dan b2 adalah garis sempadan bangunan 
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2
· GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP SUNGAI ATAU SALURAN TAK BERTANGGUL 

b1 

KETERANGAN : 
a 1 dan a2 adalah sempadan pagar 

► Pagar 

Ujung bangunan 

Bangunan 

Sunga! atau Saluran 

b1 dan b2 adalah sempadan bangunan 
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3. GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP JALAN 

Ujung bangunan 4--------r--, 

KETERANGAN : 
a 1 dan a2 adalah sempadan pagar 

I 
b1 dan b2 adalah sempadan bangun,n 

~: 
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Bangunan 

Asjalan 
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4. GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP TEBING 

(RUAS JALAN DI ATAS TEBING) 

Ujung bangunan 

Pagar 

Ruas jalan 

t 
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KETERANGAN 

1. a1 dan a2 adalah garis sempadan pagar 

2. b1 dan b2 adalah garis sempadan bangunan 
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5. GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP TEBING 

(OENGAN RUAS JALAN DI BAWAH TEBING). 
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KETERANGAN 

Ujung Bangunan 

Bangunan 

Pagar 

Asjalan 

ebing 

aluran/selokan 

Trotoar 

1. a1 dan a2 adalah garis sempadan pagar 

2. b1 dan b2 adalah garis sempadan bangunan 

I 
I 
I 
I 

I I 

~ 
/ b2 l 
I I 
I I 
I I 
I I 

BUP A TI KUDUS, 

--·-----·---- ... 

l 

~ 



/ 
/ 

I 

/ 

I 
/-

A - A S 

PERATUP.{11"-! DAERAH l-': P1GUPATI::~ }iUDUS 
:OMO~ ,1 TAI U~l .::::-:.~ =1 ·~' 

T E N T A rl r:; 

I . PENJELASAN UM UM 

a . Semaki n pes ~tnya r e mba n~u 3 n yang meni m-ul '. ·a n kema juan a ka n 
me nimbulkan pul 2- pe,-ke rnbangan vJi l aya h di Ka bupaten Xudus . 
Pe rkembangan te r sebut di sebabka n k3rena cspatnya pertumbuh~n 
banguna n- ba ngu n3n 3eh : ngga dapc t me nimbu]ka n dampa k nega t1 f 
bagi Dae rah . Guna men9hi nd.::, dari d.:1m ;-Ja k -d3.mpak t ersebut , f?e rlu 
rne ngatu r- pe ndi i·i a n bc.; ngunan ;arena me -u;::,a;«;ln t anggung _J a.wa b 
bersama antar-2 P2me r in 2. h denga n masyarakt.t un t uk mewuJudkan 
penataan bangunan yang ses uai dan se l aras dengan tata ruang : 
Penataa n bangunan yang ses ua i de ngan -ata rua ng ters ebut d1 
ha rapkan dapa t mempe r keci l turnbuhnya dae r a h- dae rah l<umuh yang 
s elain dapa t mengurangi l<eindaha n bagi dae rah juga dapat menim­
bul kan kerawanan- kerawa nan sosi a l . 

b . Di dal am Pe ratu r an Daera h ini jug3 rne nga tur masalah Garis 
Sempada n Bangunan , y;:ing dirnaks udl<an untuk da pat memberi kan 
a r a ha n , pa nduan dan pe tu nj uk penyus unan rencana sekal igus 
me r upaka n a l at pengendalian da l am rangka pe laksanaan pembangu­
na nnya , s ehi ngga t erwuj ud l i ng ku ngan ya ng serasi dan aman 
terhadap li ngkungan s e ki ta r nya. 

II . 0 ENJ ELASAN PASAL DEMI PASAL : 

Pasal 1 

Pasal 2 
ayat (1) 

huru f a 

hur uf b 

hu ru f c 

huruf d 

·---------

c ukup ja l as . 

b~ngunan u~ um adalah ba nguna n yang didirikan 
O.L e h ~em~nntah dan a_tau s ~•Jasta yang diper _ 
gunakun untuk ke pent1ngan umum baik dipu t 
baya ra n ataupun tidak . ngu 
ba nguna n pe r niagaa n ' da n atau J·asa d 1 h 
•~a ngu, :l • d "d " - a a a u .. · n ya ng - 1 l nkan ol eh pemer i nt a h d 
~tau_ s~~st_a ya ng ?ipergu nak a n untuk t'emp=~ 
._, r a n:::,aks1 J ual bel i s ec a r a lang d 
t empat penjual an j asa . sung an atau 
bangunan pe ndidi kan 'ada l ~h , 
d"' ,,, • - · k - <-' oangunan yang 

i ~ 1 r 1 an ol eh pemerint-h d - t 
~~ k d a n a a u swasta yang 
uig~n3 .an untu\ kegi atan oe , d " j~k 
an 1nfo r mas i/da t, da n · 1 

1L 
1 an , pengelol~ 

bangu nan indu~t ;~• ada l ~~n~~ma ta n/penel i tian ; 
gunaka n un t uk egiatan : a ngunan yang diper-
a. ~e ng_o l a ha n ba han menta ~1 t 

d ' a .au bahan setengah J a i _me nj a d i baha n jadi 
b. pe ny1mpan ba ranc • 
c . pemba ngkit pen - 1 _ 

ga Ji s t r i k , iya u , da n ata u pembagi tena -
' 

huruf e .. .. . 
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huruf e 

huruf f 

huruf g 

huruf h 

huruf i 

huruf j 

ayat (2) 
huruf a 

huruf b 

huruf c 

ayat (3) 
huruf a 

huruf b 

huruf c 

huruf d 

ayat (4) 
ayat (5) 
ayat (6) 

huruf a 
huruf b 

huruf c 

ayat (7) 

- 2 "" 

bangunan kelembagaan dan atau perkantoran_ada­
lah bangunan yang dipergunakan ~ntu~ kegiatan 
perkantoran kesehatan dan komun1kas1 
bangunan ru~ah tinggal adalah semua bangunan 
yang digunakan untuk tempat tinggal ; . . 
bangunan khusus adalah semua bangunan mi~ik 
hankam , semua bangunan milik Sada~ Otorita 
atau banguan milik Pemerintah baik pusat 
maupun daerah yang bersifat rahasia; . 
banguna n sosial ada l a h semua bangunan ~ang di­
pergunakan untuk kegiatan-kegiatan s0s1al ; 
bangunan campuran adalah satu a~au leb~h 
bangunan yang mempunyai dua atau leb1h :u~gsi, 
yang satu sebagai bangunan atau fungsi indu~ 
d a n yang lain sebagai bangunan atau fungsi 
tambahan ; 
bangunan l ain-lain adalah semua bangunan yang 
bukan merupakan gedung 

Bangunan Permanen adalah bangunan yang di -
tinjau dari segi konstruksi, umur_ bangunan 
tersebut dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) 
tahun ; 

bangunan yang 
umur bangunan 
Tahun sampai 

Bangunan Semi Permanen adalah 
di tinjau dari segi konstruksi, 
tersebut dinyatakan 5 (lima) 
dengan 15 (lima belas) tahun; 
Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditin-
jau dari segi konstruksi , umur bangunan terse­
but dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun ; 

bangunan pada kawasan Ibukota Kabupaten adalah 
bangunan yang terletak di kawasan ibukota 
kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah -Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 
Tahun tentang Rencana Induk Ibukota Kabupa­
ten berikut segala perubahan dan penyempur­
naannya . 
bangunan pada kawasan Ibukota Kecamatan ada -
lah bangunan sebagaimana diatur dalam Peratur 
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 
yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kata Ibukota Kecamatan . 

bangunan pada kawasan khusus adalah bangunan 
yang 'didirikan/terletak pada suatu kawasan 
yang diperuntukkan baginya ; 
bangunan pada kawasan pedesaan adalah bangun­
an yang didirikan/terletak pada kawasan 
selain sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan 
C . 

cukup jelas . 
cukup jelas . 

cukup jelas . 
Bangu~an bertingkat adalah bangunan 2 (dua) 
s ampa i 4 (empat) lantai . 
Bangunan tinggi adalah bangunan 5 (lima) 
lantai ke atas . 

cukup jelas . 

Pasal 3 ..... 

;. 
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Pasal 3 S . d 
Pasal 7 
Pasal a 

huruf a 

huruf b 

huruf c 

huruf d 

Pasal 9 

Pasal 10 s . d 
Pasal 28 

Pasal 29 
ayat (1) 

ayat (2) 
Pasal 30 s . d 
Pasal 43 

Pasal 44 

Pasal 45 s . d 
Pasal 76 

Pasal 77 ayat (1) 

·- 3 ·-

cukup jelas . 

denah bangunan adalah gambar rencana tata 
ruang bangunan yang telah memenuhi persyaratan 
teknis . 
tampak bangunan adalah gambar rencana bangunan 
yang dil i hat dari berbagai sisi bangunan 
(tampak depan dan samping) . 
potonga n bangunan adalah gambar potongan 
bangunan secara vertikal dan horisontal_ yang 
d iguna kan untuk mengetahui !<onstruks1 dan 
ba han bangunan yang akan dipergunakan . 
detail bangunan adalah gambar rencana bangunan 
secara rinci baik mengenai tata ruang luar 
ma upun tata ruang dalam . 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur 
Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah bangunan 
r uma h t inggal berlantai 1 (satu) . 
Bagi bangunan tempat tinggal berlantai 1 
(satu) , perencanaan arsitektur sekurang­
ku r angnya rneliputi denah bangunan , tampak 
ba nguna n. dan potongan bangunan . 

cukup jelas . 

bangunan rawan kebakaran adalah bangunan yang 
karena bahan dasar bangunannya atau karena 
penggunaannya dapat menyebabkan kebakaran . 
cukup Jelas . 
cukup jelas . 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan 
tern pat ti nggal dalam pelaksanaannya dapa t 
dibagi !dalam kri teria tempat tinggal di per -
kotaan,, dan l ua r pe rkotaan , di pe rkotaan 
kecenderungannnya dilaksanakan ~engan toleran­
si ( KDB 60 % sampai dengan 75 % ) . 

cukup jelas . 

Sungai di Kabupaten Kudus termasuk dalam kate­
gori s_ungai kec~l , yai tu sungai yang daerah 
pengal1r~n sunga1nya kurang dari 500 Km2 (lima 
ratus , kilometer persegi) , sehingga garis 
sempa~an pagar terhadap sungai tidak bertang­
gul d1 l uar kawasan perkotaan , sekurang-kur­
angnya 50 (lima puluh) meter . 

Sungai-sungai di Kabupaten Kudus adalah seba­
gai berikut : 

1. Kali Asem Doyong 
2 . Kali Madat ; 
3 . Kali Logung 
4 . Kali Piji 
5 . Kali Dawe ; 

6 . Kali ..... 
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ayat (2) 

Pasal 78 s . d 
Pasal 91. 

Pasal 92 ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal 93 s . d 
Pasal 113 

- t.J ... 

6 . Kali Tumpang ; 
7 . Kali Gelis; 
8. Kali Muneng ; 
9 . Kali Pesantren 

10 . Kali Jember Tati . 

cukup jelas . 

cukup jelas . 

Oleh karena sungai di Kabupaten Kudus termasuk 
dalam kategori sungai kecil , maka garis sempa­
dan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul 
di luar kawasan perkotaan , sekurang-kurangnya 
50 (lima puluh) meter . 
cukup jelas . 

cukup jelas . 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 
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